
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1846, 2018 KEMENKEU. Penghapusan dan 

Pemindahtanganan Aset Tetap pada Perusahaan 
Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan 

Pengawasan Menteri Keuangan. 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  201 /PMK.06/2018 

TENTANG 

TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET TETAP 

PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 

DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, 

menciptakan nilai tambah, serta optimalisasi aset Perusahaan 

Perseroan (Persero)  di bawah pembinaan dan pengawasan 

Menteri Keuangan serta melaksanakan ketentuan Pasal 102 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Tata Cara Penghapusan dan 

Pemindahtanganan Aset Tetap pada Perusahaan Perseroan 

(Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri 

Keuangan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4756); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 

5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET TETAP 

PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Definisi 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perusahaan Perseroan (Persero) yang selanjutnya disebut 

Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang 

berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi 

dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima 

puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara 

Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar 
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keuntungan. 

2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya 

disingkat RUPS adalah organ Persero yang memegang 

kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala 

wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 

Komisaris. 

3. Menteri adalah Menteri Keuangan selaku RUPS pada 

Persero dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan. 

4. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit organisasi eselon 

I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi 

tugas melaksanakan pengelolaan investasi pemerintah 

dan kekayaan Negara dipisahkan yang diberikan kuasa 

oleh Menteri selaku RUPS. 

5. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus 

sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat 

kepada Direksi. 

6. Direksi adalah organ Persero yang berwenang dan 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero 

untuk kepentingan Persero, baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 

Persero. 

7. Aset Tetap adalah aset berwujud milik Persero yang 

digunakan dalam kegiatan operasi tidak dimaksudkan 

untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Persero, dan 

memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 

8. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Tetap 

dari pembukuan atau neraca Persero. 

9. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset 

Tetap kepada pihak lain. 

10. Penjualan  adalah setiap tindakan Pemindahtanganan 

Aset Tetap dengan  menerima penggantian dalam bentuk 

uang. 

11. Tukar-menukar adalah setiap tindakan 

Pemindahtanganan Aset Tetap dengan menerima 

penggantian utama/pokok dalam bentuk barang yang 
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bernilai seimbang. 

12. Ganti Rugi adalah setiap tindakan Pemindahtanganan 

Aset Tetap dengan menerima penggantian dalam bentuk 

uang dan/atau barang. 

13. Penawaran Umum adalah Penjualan Aset Tetap yang 

ditawarkan secara terbuka kepada masyarakat dan/atau 

badan hukum sebagai calon pembeli.  

14. Pemilihan Langsung adalah pemilihan mitra melalui 

pemilihan kepada beberapa pihak terbatas paling kurang 

3 (tiga) calon mitra potensial. 

15. Penunjukan Langsung adalah Penjualan Aset Tetap  yang 

dilakukan secara langsung kepada 1 (satu) calon pembeli. 

16. Balai Lelang adalah badan hukum Indonesia berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk 

melakukan kegiatan usaha di bidang lelang. 

17. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, 

dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah 

dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. 

18. Penilaian  adalah proses  kegiatan untuk memberikan 

suatu opini atas suatu objek penilaian berupa Aset Tetap 

Persero pada saat tertentu. 

19. Penilai  Pemerintah di  Lingkungan  Direktorat  Jenderal  

Kekayaan Negara yang selanjutnya  disebut  Penilai  

Direktorat Jenderal adalah  Penilai  Pegawai  Negeri  Sipil  

di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  yang  

diangkat  oleh  kuasa  Menteri Keuangan yang  diberi  

tugas, wewenang,  dan  tanggung  jawab  untuk  

melakukan  Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya 

secara independen. 

20. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin 

dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri ini. 

21. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima 

dari penjualan Aset Tetap atau dibayarkan untuk 

penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang 

memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi 
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wajar pada tanggal Penilaian. 

 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan Penghapusan dan 

Pemindahtanganan Aset Tetap. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas, menciptakan nilai tambah, 

serta optimalisasi bagi Persero dalam pengelolaan Aset 

Tetap. 

 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini berlaku bagi Persero di bawah 

pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan yang 100% 

(seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik 

Indonesia. 

 

Bagian Keempat 

Asas Umum 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap 

dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap dilakukan 

terhadap Aset Tetap yang tidak diperlukan bagi 

penyelenggaraan operasional Persero atau secara ekonomis 

sudah tidak menguntungkan bagi Persero. 
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